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PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Rekonstruksi Epistimologi
Hukum Keluarga Islam telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan,
semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah
wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan
Rekonstruksi Epistimologi Hukum Keluarga Islam.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap
Rekonstruksi Epistimologi Hukum Keluarga Islam. Hukum keluarga secara
garis besar dapat dimaknai hukum mengatur tentang pertalian
kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian
darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Dinamika
pembaharuan hukum keluarga Islam yang dilakukan oleh Turki, Mesir,
Pakistan, Indonesia dan lain-lain adalah upaya untuk menjawab tantangan
yang ada pada era modern karena fikih konvensional belum mampu untuk
menjawabnya. Tujuan dari pembaruan hukum keluarga Islam dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu unifikasi hukum, pengangkatan status
perempuan dan penyesuaian fikih dengan perkembangan zaman.

Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia telah
terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi
dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman yang telah dilalui. Hal ini
disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab figh
tidak cocok atau sudah tidak mampu lagi memberi solusi atau jawaban
terhadap masalah-masalah baru yang terjadi khususnya dalam bidang
hukum keluarga. Perlu diketahui secara sederhana, figih memiliki dua
wilayah, ada wilayah prinsip, dan ada wilayah fleksibel. Demikian juga
dengan hokum keluarga tentu ada wilayah prinsip, dan ada wilayah
fleksibel. Wilayah prinsip serupa dengan hukum alam tidak bisa dan tidak
mungkin diubah seperti rukun nikah dan wilayah kedua adalah wilayah
fleksibel, atau lebih tepat disebut sebagai wilayah perbedaan, aspek ini



yang mentoleransi adanya perbedaan dalam penetapan hukumnya,
seperti pembatasan syarat polygamy yang diperketat.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati
secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para
pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian
dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan
karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan
di Indonesia.

Juni, 2023

Tim Penulis
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BAB 1

DINAMIKA HUKUM KELUARGA
ISLAM DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia tidak pernah bisa
terlepas dari dialektika evolusi budaya hukum yang terjadi dari waktu ke
waktu. Model utama dari penggerak evolusi tersebut ada pada semangat
penyebar Islam yang menerapkan teori inkulturasi namun tereduksi
dengan semangat akulturasi yang melahirkan arabisasi Islam. Pada fase
akulturasi inilah terjadi stagnasi pembaruan hukum keluarga dan bahkan
mazhab asy-syafi'iyyah menjadi pegangan utama dalam menerapkan
hukum keluarga. Semangat pembaruan baru muncul kembali di era 50-an
dengan melahirkan istilah Figh Indonesia dan Kewarisan Bilateral.
Semangat ini berlanjut di era reformasi dengan lahirnya CLD-KHI sebagai
pembanding KHI dan diharapkan menjadi UU Perkawinan yang baru.
Namun gerakan tersebut kembali stagnan karena begitu mengakarnya
hasil dinamika hukum keluarga Islam berbasis akulturasi di Indonesia

Hukum keluarga dalam masyarakat Islam Kontemporer seperti
dijelaskan oleh M. Daud Ali, sangat menarik untuk dikaji. Sebab di dalam
hukum keluarga itulah kini terdapat jiwa wahyu ilahi dan Sunnah
Rasulullah. Oleh karena itu, M Tahir Azhary mengatakan orang yang ingin
menjadi ahli dalam hukum Islam tidak mungkin mengabaikan hukum
keluarga dan kewarisan Islam, yang boleh dikatakan sebagai titik central
dalam hukum Islam.

2 | Rekonstruksi Epistimologi Hukum Keluarga Islam



TUGAS DAN EVALUASI
1. Apayang dimaksud dengan Hukum Keluarga Islam ?
2. Sebutkan pengertian Hukum Keluarga Islam yang dikemukakan oleh

para ahli ?

3. Jelaskan Tujuan dari Pembaharuan Dinamika dalam Hukum Keluarga
Islam?

4. Uraikan secara singkat mengenai Dinamika dalam Hukum Keluarga
Islam ?

5. Uraikan secara singkat mengenai aspek pembaharuan terhadap
dinamika hukum keluarga Islam?

DAFTAR PUSTAKA

Fitri, A. (2020). Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui
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bandung.go.id/images/Pembaruan_Hukum_Keluarga_di_Indonesia
_Melalui_Kompilasi_Hukum_Islam.pdf

Latief, M. N. H. (2016). Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya
Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin Dan Peningkatan Status
Wanita. Jurnal Hukum Novelty, 7(2), 196-208.

Ritonga, |. (2005). Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Pengadilan Agama.
Departemen Agama RI.

Setiawan, E. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di
Indonesia. De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum, 6(2), 138-147.
Wahyuni, S. (2011). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-

Negara Muslim. Kosmik Hukum, 11(1).

10 | Rekonstruksi Epistimologi Hukum Keluarga Islam



REKONSTRUKSI EPISTIMOLOGI

HUKUM KELUARGA ISLAM

BAB 2: PENCATATAN SEBAGAI
UNSUR YANG MENENTUKAN
SAHNYA PERKAWINAN

Parman Komarudin, S.H.I., M.H.I

Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al



BAB 2

PENCATATAN SEBAGAI UNSUR YANG
MENENTUKAN SAHNYA PERKAWINAN

A. PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan dalam literature Bahasa arab di sebut
dengan dua kata, yaitu nikah, dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai
dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat di dalam Al-
Qur’an dan Hadist Nabi, Kata na- ka- ha banyak terdapat di dalam Al-
Qur’an yang berarti kawin. (Syarifuddin, 2014, p. 35) Perkawinan adalah
perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan
rumah tangga. (Saebani, 2016, p. 11) Pernikahan merupakan sunatullah
yang umum dan berlaku pada semua makhluknya baik pada manusia,
hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara
yang di pilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang
biak, dan melestarikan kehidupannya. (Tihami & Sahrani, 2014, p. 6)
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. (Ali, 2002, p. 26)

Telah banyak upaya pembaruan hukum yang dilakukan oleh negara-
negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Tak terkecuali hukum
keluarga termasuk di dalamnya. Minimal ada tiga hal yang menjadi tujuan
dilakukannya pembaruan hukum keluarga di dunia Islam, yaitu sebagai
upaya unifikasi hukum, mengangkat status perempuan, dan merespon
perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fikih tradisional
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BAB 3

SANKSI PIDANA DALAM HUKUM
PERKAWINAN INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hal yang memang menjadi sunnatullah dalam
kehidupan manusia. Adanya tali pernikahan yang bertujuan sakinah
mawaddah wa rahmah merupakan dambaan semua rumah tangga. Hidup
harmonis tenteram dan berseri dalam sebuah keluarga merupakan
gambaran bingkai keluarga yang sangat indah. Sebagai fitrah seorang
hamba melakukan pernikahan merupakan sebuah kesunnahan dalam
mengikuti junjungan Nabi panutan umat, Muhammad Saw. Selain
bertujuan hifz al-nas/ (menjaga keturunan) adanya pernikahan merupakan
sebuah pembentukan hubungan erat antar kedua belah pihak. Sehingga
ada nilai silaturahmi dalam hal ini tetaplah ada dan terjalin.
Mempertahankan rumah tangga memang sulit dalam praktiknya, maka
hadirnya buah hati selalu menjadi penghangat dalam kehidupan rumah
tangga.

Meski demikian, keretakan rumah tangga seringkali terjadi, entah
dengan percekcokan sepele bahkan hingga hiruk pikuk pertengkaran
dengan berakhirnya hubungan pernikahan. Poligami merupakan masalah
pelik dalam pernikahan dan selalu dianggap tabu di dalam masyarakat.
Adanya praktik poligami sering menyakiti hati wanita, meski terkadang
ada wanita yang rela dimadu demi mengharap besarnya pahala yang di
janjikan. Musda Mulia (1999, p. 2) mendefinisikan poligami sebagai ikatan
tali pernikahan seorang suami terhadap istri-istri (lebih dari satu) dalam
waktu bersamaan. Dalam al-Qur’an praktik poligami merupakan hal yang
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BAB 4

MEMPERBINCANGKAN
PERKAWINAN LGBT

A. PENDAHULUAN

Seks adalah hal yang bersifat sakral dan harus disalurkan secara
bermoral melalui ikatan pernikahan. Penyaluran seks di luar nikah
dinamakan zina yang merupakan pelanggaran yang amat tercela. Akhir-
akhir ini, perilaku seks berupa zina, homoseksual, lesbian, dan berbagai
perilaku aneh dalam hal seks ini, lagi marak dibahas oleh masyarakat
Indonesia, baik melalui media elektronik, cetak, maupun melalui seminar
dan diskusi.

Perilaku LGBT vyang dilakukan sejumlah orang mengundang
kontroversi (pro dan kontra) serta polemik pada kalangan masyarakat luas,
baik secara internasional maupun nasional. Kalangan yang mendukung
(pro) LGBT berdalih pada Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan kalangan
yang tidak mendukung (kontra) berdalih pada aturan agama dan moral.
Pro-kontra ini, bisa jadi diakibatkan karena kurangnya pemahaman
masyarakat tentang hal ini, padahal persoalan ini justru berkaitan dengan
ketenteraman masyarakat. Problem inilah yang mengantarkan penulis
untuk mengkaji perspektif agama (hukum Islam) tentang LGBT. Perlu
digarisbawahi bahwa penulis lebih fokus mengkaji LGBT dalam konteks
yang lebih spesifik yakni perilaku lesbian dan gay (homoseksual),
sedangkan biseksual dan transgender telah mencakup pada kedua makna
tersebut, karena berkaitan dengan perilaku seks menyimpang yang
dilakukan oleh manusia.
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BAB 5

USIA MINIMAL PERKAWINAN
DAN DILEMA DISPENSASI KAWIN

A. PENDAHULUAN

Kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi
merupakan tujuan dari setiap pasangan perkawinan. Namun,
kenyataannya dilapangan banyak dari cita-cita tersebut tidak sesuai
dengan harapan. Dalam Islam juga mengenal praktik perceraian. Penyebab
terjadinya perceraian salah satunya yakni kurangnya kedewasaan serta
kesiapan suami istri secara mental (psikologis) dan fisik (biologis) dalam
menjalani kehidupan berumah tangga yang salah satunya ditandai dengan
batas usia suami istri. Terjadinya pernikahan di bawah umur harusnya
dijauhi dan dihindari. (Kamijan, 2021, p. 759)

Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan anak muda di Indonesia
sebagian besar menikah pertama kali ialah pada umur 19-21 tahun. Hasil
riset BPS 33,76% anak muda di Indonesia akan mencatatkan umur
perkawinan pertama dalam bentang 19-21 tahun pada tahun 2022.
Selanjutnya sebesar 27,07% pemuda di Indonesia mempunyai umur
perkawinan pertama di umur 22-24 tahun. Kemudian pemuda yang
menikah pertama kali di umur 16-18 tahun tercatat sebesar 19,24%. Bila
diamati menurut jenis kelamin, umur perkawinan pertama untuk anak
muda laki-laki dan juga wanita pastinya memiliki perbedaan dimana laki-
laki dominan memasuki umur pertama lebih tua dari pada wanita. Lebih
rincinya, 35,21% pria muda menikah pertama kali pada umur 22-24 tahun.
Sebesar 30,52% pria muda mencatatkan umur pernikahan pertamanya
pada umur 25-30 tahun. Sementara itu, 37,27% wanita muda menikah
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BAB 6

PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
PENGHAYAT KEPERCAYAAN

A. PENDAHULUAN

Pencarian manusia akan jati dirinya dan segala apa yang dapat dicerna
oleh panca inderanya menimbulkan beragam persepsi. Pun demikian
dengan rasa ke-Tuhan-an yang secara alamiah (sunnatullah) ada dalam diri
setiap manusia. Dalam mencapai keyakinan akan adanya Tuhan ada yang
menerima melalui tuntunan agama melalui perantaraan nabi dan rasul
dan ada pula yang menemukan melalui kontemplasi atau perenungan
serta kebenaran adanya pencipta ketika menemukan secara empiris
keteraturan semesta dan segala isinya.

Agama merupakan pondasi hidup manusia secara individual sekaligus
landasan kehidupan bersama dalam membangun sebuah negara.
Pembentukan negara Indonesia tidak luput dari nilai-nilai agama dan
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam merumuskan
arah bangsa pertama-tama menunjukkan eksistensi Tuhan sebagai way of
life.

Agama dan kepercayaan adalah dua entitas yang diyakini dianut oleh
warga negara Indonesia. Agama dalam konteks melembaga dan
kepercayaan yang merupakan suatu keyakinan para leluhur yang berbeda
dengan agama samawi (langit) maupun agama ardhi (bumi) yang selama
ini dikenal dan diakui di negara Indonesia.

Untuk mempertahankan eksistensinya, tentu komunitas Penganut
Kepercayaan melakukan berbagai upaya agar terus tumbuh dan
mempertahankan keyakinannya, salah satunya dengan melakukan
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BAB 7

MEMAKNAI NUSYUZ BERDASARKAN
OPTIK KEADILAN GENDER

A. PENDAHULUAN

Dalam rumah tangga sudah seyogyanya melafazkan doa kepada Allah
agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Suami istri
merupakan realitas hidup berpasangan vyang terjalin, biasanya
menimbulkan konsekuensi bisa baik ataupun buruk. Suasana
menyenangkan dan menenteramkan yang tercipta merupakan implikasi
yang baik bagi keduanya. Sedangkan implikasi yang buruk adalah terjadi
kekerasan fisik dan psikis yang menyebabkan pertengkaran, dalam selang
perjalanan rumah tangga tersebut akan ada beberapa faktor yang dapat
menyebabkan gagalnya tujuan bersama suami-istri dalam mewujudkan
keluarga bahagia, salah satunya adalah apa yang disebut dengan nusyuz
yang secara singkat dapat disebut dengan perilaku ‘durhaka’, baik dari
pihak suami maupun istri. Pernikahan disebutkan dalam al-Qur’an dengan
sebutan “misagan ghalizan” (perjanjian yang kokoh/janji setia) yang
bertujuan untuk membina keluarga sakinah mawaddah wa rahmah (QS.
Ar-Rum: 21).
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BAB 8

PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI NEGARA PANCASILA

A. PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan berbeda agama di Indonesia sudah semakin
marak terjadi. Tercatat sejak 2005 sampai Maret 2022, menurut Ahmad
Nurcholis, Direktur Program ICRP, sebanyak 1425 pasangan(JPNN.com,
2022, p.1)

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang terjadi antara pria
dan wanita yang memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda namun
mereka tetap melangsungkan perkawinan. Sekalipun pernikahan atau
perkawinan berbeda agama sangat rumit di Indonesia, baik secara
administrasi maupun secara konsekuensinya. Setidaknya di dalam
keluarga nantinya terdapat dua kepercayaan atau agama yang dianut oleh
keluarga. Terdapat berbagai penafsiran terhadap perkawinan berbeda
agama, sebagaimana dalam agama dan undang-undang. Baik pada
sebelum maupun setelah keluarganya Undang-Undang Rl Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. (Setiati Widihastuti, 2015),(Dewi & Syafitri,
2022). (Setiyanto, 2016).

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
itu. Regulasi ini oleh Sebagian kalangan telah dianggap mengurangi
kebebasan untuk memilih jodoh dan menemukan kebahagiaan Bersama
pasangan mereka yang berbeda agama (Setiyanto, 2016). Apalagi sebagian
beranggapan bahwa Negara Indonesia adalah Bhineka Tunggal lka yang
meski berbeda-beda namun tetap Bersatu. Berada di bawah naungan Asas
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BAB 9

MEMPERBINCANGKAN PEREMPUAN
SEBAGAI KEPALA KELUARGA

A. LATAR BELAKANG

Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih
yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal
bersama. Keluarga itu terjalin suatu hubungan yang sangat mendalam dan
kuat, bahkan hubungan tersebut bisa disebut dengan hubungan lahir batin.
Adanya hubungan ikatan darah menunjukkan kuatnya hubungan yang
dimaksud. Dalam kehidupan keluarga, suami istri umumnya memegang
peranan dalam pembinaan kesejahteraan bersama, secara fisik, materi
maupun spiritual juga dalam meningkatkan kedudukan keluarga dalam
masyarakat. Tugas untuk memperoleh penghasilan keluarga secara
tradisional terutama dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga,
sedangkan peran istri dalam hal ini dianggap sebagai penambah
penghasilan keluarga. Lopata menyatakan dalam buku Ollenburger Jane
yang berjudul Sosiologi Wanita (1996:248), perbedaan utama yang terjadi
pada seorang wanita ketika suaminya meninggal, tampaknya adalah
apakah ia sendiri harus mengatur kembali sistem-sistem dukungan system
dan gaya hidupnya, sebagaimana ciri khas wanita modern di pusat-pusat
perkotaan yang lebih berkembang, atau apakah integrasi sosialnya
disediakan oleh orang-orang lain. Dalam banyak masyarakat yang sedang
mengalami transisi besar, suatu kesenjangan berkembang antara
bagaimana wanita disosialisasikan dan bagaimana sekarang harus hidup
(Lopata, 1987: 22). Kehidupan sehari-hari wanita berada dalam suatu
konteks beban ganda. Beban untuk memberikan pengasuhan dalam
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BAB 10

ANAK SAH DAN ANAK LUAR KAWIN

A. NASAB ANAK SAH

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan.
Dengan kehadiran anak, diharapkan kebahagiaan dan kerukunan rumah
tangga dapat tercapai. Anak juga tumpuan harapan orang tua. Selain itu,
dalam perkawinan harus ditanamkan rasa saling mengasihi dan
menyayangi antara suami istri. Keduanya mempunyai peranan dasar yang
harus dijalankan demi keberlangsungan hidup sehingga keduanya harus
berbagi dan melengkapi satu sama lain. Dalam Islam, perkawinan adalah
cara yang disyariatkan Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan
hubungan seksual secara sah serta untuk mempertahankan keturunannya.

1y s Ll plas A 00 Sl ey st L oSS Lia by

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi)
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan
senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai
makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Gatot Supramono, 1998)

Sebuah perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan
ketentuan rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan. Tanpa terpenuhinya
rukun-rukun dan syarat-syarat yang dimaksud, maka perkawinan
dinyatakan batal. Karena itu, perkawinan dinilai sangat penting, karena
keabsahannya turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan
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BAB 11

REKONSTRUKSI PERBEDAAN
AGAMA SEBAGAI HALANGAN WARIS

A. MUKADOMAH

Pembahasan tentang hukum waris beda agama melahirkan banyak
perdebatan yang panjang di kalangan ulama salaf dan ulama kholaf.
Perdebatan dan perbedaan sampai sekarang belum ada titik temu. Tulisan
ini mencoba bertujuan untuk mengetahui hukum waris yang beda agama
menurut pandangan beberapa para ulama figih klasik dan figih
kontemporer.

Terdapat perbedaan pandangan dari para ulama dalam hal para dalam
hal memperoleh waris diperbolehkan memberikan ahli waris beda agama
dengan melihat adanya maslahat dan kuatnya toleransi beragama
sehingga saling menghormati diantara keduanya. Adapun ulama yang
tidak memperbolehkan memberikan ahli waris beda agama dengan
beranggapan akan bercampurnya harta yang tidak halal dari peninggalan
si pewaris.

Di beberapa belahan penjuru dunia dimana Islam berkembang di sana,
seorang anak yang beragama Islam tidak boleh mendapatkan warisan dari
orang non-muslim yang didasarkan pada hadist yang mengatakan “Orang
Muslim tidak boleh mewarisi harta orang non-muslim, dan orang non-
muslim pun tidak boleh dapat mewarisi harta orang muslim.” (Hafidz Al-
Mundziri, 563)

Mengacu pada bunyi arti hadits di atas mayoritas ulama berpendapat
seorang muslim tetap tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Ini artinya, jika
bapaknya kafir sedang anaknya muslim, si anak tetap tidak bisa mewarisi
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BAB 12

MEMBANGUN HUKUM
KEWARISAN YANG BERKEADILAN

A. PENDAHULUAN

Pemaknaan keadilan sendiri harus dipahami sebagai substansi dari
perpaduan harmonis antara hukum dan moralitas, pengontrolan
kebebasan individu dalam Islam perlu diselaraskan sehingga tercipta
harmonisasi masyarakat yang tercipta dari setiap individu itu sendiri
(Abdul Ghofur Anshori, 2005) Dan sebagai alat kontrol tersebut tidak lain
adalah hukum. Karena hukum sendiri mempunyai karakteristik yang
merujuk pada realitas sosial. Hal ini disebabkan karena tiga hal, yaitu:
pertama, hukum menghendaki adanya stabilitas dalam masyarakat, kedua,
hukum sebagai kaidah mengatur hubungan antar manusia, dan ketiga,
hukum cenderung mementingkan ketertiban (Peter Mahmud Marzuki,
2008). Dengan demikian, dalam pembahasan hukum tidak hanya
membahas sampai pada wujud hukum yang formal, akan tetapi juga
melihat hukum sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.
Kaitannya dengan hukum kewarisan Islam yang notabenenya berbicara
tentang peralihan hak kepemilikan harta benda dan pastinya akan
bersinggungan dengan perkara keadilan selalu menarik untuk dikaji,
apalagi jika dihubungkan dengan kondisi sosiokultural masyarakat
Indonesia yang bersifat fluralis dalam pemberlakuan sistem kewarisan,
ditambah dengan proses pewarisan yang mengacu pada sifat dan corak
budaya vyang dibentuk sesuai dengan lingkungannya sehingga
mempengaruhi pola pikir dan tindakannya dalam memahami dan
memaknai keadilan dalam pembagian harta waris. Belum lagi ketika
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Muchtar Anshary Hamid Labetubun, S.H., M.H
Penulis berasal dari Suku Kei/Nuhu Evav, dilahirkan di
Tual Kabupaten Maluku Tenggara (Sekarang Kota Tual)
pada Tanggal, 30 Juli 1978, putra ke tiga dari empat
bersaudara, putra dari pasangan Bapak Abdul Hamid
Labetubun (Alm) dan lbu Hj Kalsum Narew (Almh).
. Menikah dengan Anita Elly, STr.Keb dan dikaruniai tiga
5\§ putri bernama Meyraini S Labetubun, Khotimah M
Labetubun dan Zahira R Labetubun. Menempuh pendidikan formal pada
SD Negeri Lengga Ohoi (Desa) Elaar Let Kabupaten Maluku Tenggara lulus
Tahun 1992, Madrasah Tsanawiyah Filial Mastur Kabupaten Maluku
Tenggara lulus Tahun 1995, SMU Negeri 1 Kei Kecil Kabupaten Maluku
Tenggara lulus Tahun 1998, Sarjana Hukum (SH) Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Makassar Lulus Tahun 2003, Magister Hukum (MH)
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang lulus
Tahun 2010, saat ini sedang studi Program Doktor Illmu Hukum
Pascasarjana Universitas Pattimura Angkatan 2022. Dosen Tetap di
Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, pada Tahun 2005 sampai
sekarang. Pengalaman jabatan sebagai Sekretaris Bagian (Jurusan) Hukum
Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Periode 2016-2020.
Ketua Pengelola Program Reguler 1l (Ekstensen) Fakultas Hukum
Universitas Pattimura Tahun 2020 sampai sekarang. Penulis aktif menulis
dalam Book Chapter (Kompilasi Pemikiran Tentang Dinamika Hukum
Dalam Masyarakat, Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan,
Pengantar Perbankan Syariah, Manajemen Perbankan, Manajemen Risiko,
Sistem Ekonomi Indonesia, Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, CSR
Perusahaan), Pendidikan Kewarganegaraan dan Buku Ajar Hukum Islam
serta artikel yang dipublikasikan dibeberapa jurnal nasional terakreditasi
sinta maupun jurnal internasional terindeks scopus dan sebagai
Pemakalah pada Konferensi dan Seminar Nasional.
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marudin&og=. SINTA ID: 5982120.
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Penulis lahir di Desa Tanjung Putus Kecamatan Tabir
Barat Kabupaten Merangin Propinsi Jambi pada tanggal
05 April 1981. Anak dari Azhari dan Asmani (Alm), dan
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Pendidikan Agama Islam di STAI Syehk Maulana Qori Bangko). Kemudian
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konsentrasi Metodologi Pemikiran Hukum Islam di UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi (2005-2008). Saat ini sedang melanjutkan ke program
strata tiga konsentrasi llImu syariah. Setelah menyelesaikan S2, penulis
mengajar di IAl SMQ Bangko dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga Islam.
Pada tahun 2017-2020 menjabat sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syariah dan Hukum IAl Syekh Maulana Qori Bangko. Dan
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Dosen di Fakultas Hukum Universitas Gorontalo dari
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penulis juga aktif diorganisasi Perempuan dan menulis jurnal yang
berkaitan dengan prospek perempuan dalam pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Penulis pernah menjabat sebagai wakil Dekan Fakultas
Hukum Universitas Gorontalo tahun 2015. Selain Dosen Penulis juga aktif
sebagai Advokad dan tergabung dalam Organisasi PERADI dan saat ini
menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Universitas
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] — Penulis lahir di Kuala Tungkal kecamatan Tungkal llir
.@ Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi pada
tanggal 15 Februari 1982. Pendidikan dimulai dari SD
selama enam tahun di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, melanjutkan  sekolah pada Madrasah
Tsanawiyah Negeri (MTsN) selama tiga tahun di kuala
Tungkal. Pada Tahun 1996 Kemudian melanjutkan
pendidikan MAS PHI Kuala Tungkal Selama 1 Tahun, karena pindah belajar
ke MTI (Madrasah Tarbiyah Islamiyah) Paninggahan, Solok, Sumatra Barat
sampai tamat sekolah tahun 1999. Kemudian pada tahun 1999
melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Fakultas Ushuluddin
Jurusan Tafsir Hadits di UIN Imam Bonjol Padang (1999-2003). Kemudian
pada tahun 2014 melanjutkan studi kembali ke program strata dua (S2)
konsentrasi Metodologi Pemikiran Hukum Islam di UIN Sulthan Thaha
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Saifuddin Jambi (2014-2016). Saat ini sedang melanjutkan ke program
strata tiga (S3) konsentrasi llmu syariah. Setelah menyelesaikan S|, sempat
mengajar di Pondok Pesantren Terpadu Serambi Mekkah Padang
Panjang,Sumatra Barat. Setelah menyelesaikan S2, penulis mengajar di
STAl ANNADWAH Kuala Tungkal dosen Tetap Prodi Hukum Tata Negara.
Dan saat ini menjabat sebagai sekretaris Prodi Hukum Tata Negara STAI
ANNADWAH Kuala Tungkal dan juga saat ini tahun 2022 sebagai anggota
Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat. Penulis juga tergabung dalam TIM P2ATP2A pada Dinas
P3AP2KB (2018-sekarang).

Dr. Desi Asmaret, M.Ag

[ g ¥ Penulis putri Minang kelahiran Saning Bakar,
Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada tanggal 25
Maret 1975, putri ke-3 dari 4 bersaudara. Lahir dari
keluarga sederhana, ayah Desi adalah alm Rustam,
seorang petani, sedangkan ibunya, Asmanidar, seorang
ibu rumah tangga. Desi memulai pendidikan non-
formal pada usia lima (5) tahun, tepatnya ketika belajar
membaca al-Qur’an di bawah bimbingan ustadz yang biasa dipanggilnya
“Angku Kali”, salah seorang guru agama Islam yang termashur di
kampungnya. Pada usia 6 tahun, Desi menempuh pendidikan formal
pertamanya di SDN Inpres 6/79 6/80 Saning Bakar, kemudian melanjutkan
ke tingkat menengah di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Saning
Bakar dan tingkat menengah atas di Kulliyatul Muballigien
Muhammadiyah (KMM) Padang Panjang. Jenjang pendidikan Strata Satu
(S1) diselesaikannya pada tahun 1993-1997 di jurusan Peradilan Agama,
IAIN Imam Bonjol, Padang, dengan skripsi yang berjudul “Hadanah oleh
Kerabat yang tidak Beragama Islam menurut Kompilasi Hukum Islam dan
Fikih Syafi'i”, sedangkan jenjang pendidikan S2 ditempuhnya pada tahun
1999-2003. di Program Studi Pengkajian Islam Konsentrasi bidang syari’ah
IAIN Imam Bonjol Padang, dengan Tesis berjudul “Analisis Jender dalam
Fikih Munakahat al-Syafi'i”. Menamatkan S3 atau Doktoral dengan nilai
prestasi cumlaude (3,86) pada Program Studi Hukum Keluarga
Pascasarjana UIN Suska Riau, dengan judul disertasi Pemikiran Rifyal
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Ka’bah tentang Transformasi Hukum Keluarga di Indonesia. Desi juga
seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang,
aktif mengikuti berbagai kegiatan seminar. Salah satu makalahnya,
“Penguatan Keluarga Menghadapi Kekerasan Terhadap Anak di Era
Digital”, bahkan pernah dipresentasikan di The NCOLS (Nasional Confrence
on Law Studies) dengan tema Law and Humanity in Digital Era di
Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, pada tanggal 17 Desember
2019 dan seminar Internasional ICONTISH yang diadakan oleh Universitas
Muhammadiyah Sumatera Barat pada 2020. Beberapa karya tulisnya
antara lain buku berjudul: “Kemanusiaan dan Keimanan”, ISBN
9786026723574, Yogyakarta: Komojo Press, 2019. Beberapa artikelnya
yang diterbitkan oleh beberapa jurnal terakreditasi adalah: “Epistimologi
Islam” Jurnal Menara llmu Vol X lJilid 2 No 60 ISSN 1693-2617 (Februari
2016). “Refleksi Pembinaan Kader Muhammadiyah Sumatera Barat” Jurnal
Menara Illmu Vol X Jilid 1 No 64 ISSN 1693-2617. (Maret 2016). “Kajian
tentang Jender Perspektif Islam” Jurnal Menara llmu Vol X Jilid | No 70
ISSN 1693-2617 (September 2016). “Tasyri’ Pada Masa Rasulullah SAW
Jurnal” Ummatan Wasathan Volume 2 No 2 ISSN 2356-413x (2015). “Wali
Nikah dalam Islam suatu kajian ayat-ayat Hukum Keluarga” Jurnal
Ummatan Woasatan, Volume 3 Nomor 5 ISSN 2356-413x (2017).
“Perceraian Melalui Media Sosial” Jurnal Ummatan Wasathan Volume 3,
No 5, ISSN 2356-413x (2017). “Kajian tentang Gender Perspektif Islam
(Studi Analisis Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Islam)” Jurnal Juris
Volume 17 No. 2 ISSN 1412-6109 (Juli-Desember 2018). “Transformasi
Hukum Keluarga di Indonesia (telaah terhadap pemikiran Rifyal Ka’bah)”
Jurnal al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kali Jaga,
Yogyakarta (Mei 2020). Desi hobi menulis chapter di beberapa book
chapter yang ditulis oleh banyak penulis di Indonesia, di antaranya
berjudul Kekerasan seksual, Tindak Pidana Zina dalam KUHP, Fikih
Muamalah Kontemporer, Kapita Selekta Hukum Keluarga di Indonesia,
Manajemen Sumber Daya Manusia, dan lain-lain. Selain itu buku-buku
yang pernah ditulis adalah Keimanan dan Keislaman dan modul ajar Al-
Islam dan Kemuhammadiyahan, yang diterbitkan oleh beberapa penerbit
seperti Penerbit Widina, Muhammad Zaini, dan UMSB Press. Desi menikah
pada tahun 2000 dengan Muhammad Isral, SE, yang telah dikaruniai
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Alfarisi (13 tahun).
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dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat
tercinta ini atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku. Email
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UMS tahun 2005. Mengajar di MTs/MA Daarul Fathonah tahun 2004-2005,
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Penulis lahir di Jambu, 10 Oktober 1983 merupakan
Dosen bidang Pendidikan Vokasional Teknik Elektro,
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Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Serang-
Banten. Semua Pendidikan mulai dari program Sarjana,
Magister dan Doktor di selesaikan di Universitas Negeri
Yogyakarta Dengan Jurusan Pendidikan Teknologi dan
Kejuruan (PTK). Penyandang gelar Doktor dengan predikat Sangat
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Negeri Yogyakarta dan merupakan Doktor ke 18 Program Studi Pendidikan
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sebagai asisten pengajar Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd. Untuk Mata Kuliah
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Kuantitatif dan Metode Penelitian Pendidikan di Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kesibukannya itu, Irwanto masih
aktif sebagai tenaga pengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Serang-Banten, di program studi pendidikan vokasional teknik elektro
pada Fakultas Keguruan dan Illmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa, Serang-Banten. Adapun mata kuliah yang diberikan
adalah Matematika Teknik 1, Matematika Teknik 2, Elektronika Daya,
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Hukum keluarga secara garis besar dapat dimaknai hukum
mengatur tentang pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini
dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya
sebuah perkawinan. Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam
yang dilakukan oleh Turki, Mesir, Pakistan, Indonesia dan lain-lain
adalah upaya untuk menjawab tantangan yang ada pada era modern
karena fikih konvensional belum mampu untuk menjawabnya. Tujuan
dari pembaruan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi
tiga, yaitu unifikasi hukum, pengangkatan status perempuan dan
penyesuaian fikih dengan perkembangan zaman.

Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia
telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan
kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman yang telah
dilalui. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung
dalam kitab-kitab figh tidak cocok atau sudah tidak mampu lagi
memberi solusi atau jawaban terhadap masalah-masalah baru yang
terjadi khususnya dalam bidang hukum keluarga. Perlu diketahui
secara sederhana, figih memiliki dua wilayah, ada wilayah prinsip,
dan ada wilayah fleksibel. Demikian juga dengan hokum keluarga
tentu ada wilayah prinsip, dan ada wilayah fleksibel. Wilayah prinsip
serupa dengan hukum alam tidak bisa dan tidak mungkin diubah
seperti rukun nikah dan wilayah kedua adalah wilayah fleksibel, atau
lebih tepat disebut sebagai wilayah perbedaan, aspek ini yang
mentoleransi adanya perbedaan dalam penetapan hukumnya,
seperti pembatasan syarat polygamy yang diperketat.
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